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Mengingat

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan
kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK)di Provinsi Sumatera Selatan,
perlu menyusun suatu Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Bekolah
Menengah Kejuruan;

b. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 len tang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nornor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNUR SUMATERASELATAN,

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN

NOMOR 1}" TAHUN2017
TENTANG

PENERIMAANPESERTADIDIKBARUTINGKATSEKOLAHMENENGAH
ATASDANSEKOLAHMENENGAHKEJURUAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



5. Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 567P);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negj'lj.?I-Reptrblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran
Negara Rep'-1l:lfik Indonesja Nomor .4:578);.

7. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agamadan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4864);

9. Peraruran Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Repubiik Tndonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraruran Pernerintah Nornor17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendiclikan olen
Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2013 Nornor871);
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera

Selatan.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGPENERlMAANPESERTA

DIDIK BARU TINGKATSEKOLAHMENENGAHATAS DAN
SEKOLAHMENENGAHKEJURUAN.

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7
Tahun 2014 tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman
Kanak-Kanak/Rauclhatul Athfal/Busthanul Athfal dan
Sekolah/Madrasah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 908);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor36
Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor607);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi
Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 839);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor955);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21J7);
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7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas danj'atau Sekolah
Menengah Kejuruan yang berada daJam lingkup
kewenangan Pemerintah Provinsi.

8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA,
adaJah Sekolah Menengah Atas yang berada daJam Iingkup
kewenangan Pemerintah Provinsi.

9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat
SMK, adaJah Sekolah Menengah Kejuruan yang berada
daJam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi.

10.Sekolah Menengah Atas Reguler, yang selanjutnya disebut
SMA Reguler, adaJah Sekolah Menengah Atas yang
dikembangkan untuk mernenuhi 8 (delapan) standar
nasional pendidikan.

11.Sekolah MenengahAlas Unggulan, yang selanjutnya disebut
SMA Unggulan, adalah Sekolah Menengah Atas yang
dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalarn keluaran
(output) pendidikannya berupa prestasi akadernik, non
akadernik, darr/atau keungguJan tertentu di alas rata-rata.

12.Sekolah Menengah Kcjuruan Teknologi, yang selanjulnya
disebut SMKTcknologi,adalah sekolah menengah kejuruan
bidang keahlian teknik, seperti teknologi dan rekayasa,
teknologiinIormasi dan komunikasi, serta scjenisnya.

13.Sekolah Menengah Kejuruan Non Teknologi, yang
selanjutnya disebut SMK Non Teknologi, adalah sekolah
menengah kejuruan bidang keahlian non teknik, seperti
bisnis rnanajernen, kesehatan, seni rupa dan kriya, serta
sejenisnya.

14.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat
SMP, adaJah Sekolah Menengah Pertama asaJ dari calon
peserta didik baru.

15.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs,
adalah Madrasah Tsanawiyah asal dari calon peserta didik
baru.

16.NilaiUjian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil
Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil
Ujian NasionaJ(SllUN).

17.Ijazah adaJah surat yang rnenerangkan bahwa
pemegangnya telah tarnat belajar pada satuan pendidikan
jalur sekolah yang ditandatangani oleh KepalaSekolah yang
bersangkutan.
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(1) PPOB dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Objektivitas adalah bahwa PPOB harus memenuhi
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3

Tujuan penyelenggaraan PPOB adalah sebagai upaya
memberikan kesempatan yang seluas-Iuasnya bagi anak usia
sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan
mutu pelayanan penyelenggaraan, dan mutu hasil pendidikan.

BAB II
l'UJUAN DANPRINSI?

Pasa12

18.0rganisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat
OSIS, adalah organisasi peserta didik di lingkungan sekolah
untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka
menggali potensi bakat kemampuan peserta didik.

19.Penerimaan Pescrta Oidik Baru, yang selanjutnya disingkat
PPOB adalah merupakan kegiatan sekolah yang dilakukan
pada saat akan mengawali tahun pelajaran sesuai
ketentuan Peraturan perundang-undangan.

20. Calon Peserta OidikBaru, yang selanjutnya disingkat CPOB
adalah Calon Peserta Didik Baru yang akan diterima pada
satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan
dari jenjang pendidikan yang lebih rendah dan akan
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

21. Penelusuran Minat dan Prestasi Akademikyang selanjutnya
disingkat PMPAadalah jalur penerimaan peserta didik baru
yang dilakukan melalui jalur undangan dengan
rnemperhatikan potensi, bakat, danj'atau keterampilan,
baik akademik maupun non akademik.

22. Penerimaan Peserta Oidik Baru Online, yang sclanjutnya
disingkat PPOB-Online, merupakan proses penerirnaan,
se1eksi dan pengumuman hasil akhir bcrbasis teknologi
inforrnasi secara online.

23. Rayorrisasi adalah pengelornpokan sekolah yang sctingkat
untuk disalurkan ke sekolah yang telah ditentukan sebagai
sekolah rayon.
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BABIII
PERSYARATANPENERIMAANPESERTAOIOIKBARU

Pasal4
(1) CPOB yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki ijazah SMP/MTs atau sederajat;
b. merniliki rapor SMP/MTs atau sederajat;
c. memiliki nilai yang memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh sekolah (khususnya sekolah unggulan).
(2) CPOB yang diterima wajib mentaati pelaksanaan kegiatan

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), tcrmasuk
ketentuan mengenai peraturan sekolah, scragam sekolah,
OSIS, dan peraksanaan hari pertama masuk sekolah.

(3) Dalam pelaksanaan PPOB, sekolah dilarang:
a. memungut biaya pembangunan ruang kelas baru

kepada cajon peserta didik baru;
b. memungut biaya keperluan pribadi pescrta didik,

seperti pakaian seragam, pakaian olahraga, sepatu,
buku pelajaran dan sejenisnya.

(4) Setelah proses PPOB seiesai, untuk keseragarnan pakaian
olahraga dan pakaian setiap hari dapat diperkenankan
pelaksanaan pengadaannya dapat dilakukan oleh komite
dengan cara rapat bersama komite sekolah yang
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

(5) Bagi CPOB yang tidak diterima tahun sebelurnnya, dapat
rnendaftarkan diri secara langsung pada sekolah rayon yang
dituju sesuai dcngan prosedur dan persyaratan yang
berlaku pada sekolah tersebut.

(3) Transparasi adalah bahwa PPOB harus terbuka dan
diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta
didik, sehingga dapat dihindari segala bentuk
penyimpangan yang mungkin terjadi.

(4) Akuntabilitas adalah bahwa PPOB dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur
maupun hasil.

(5) Penolakan peserta didik dapat diJakukan apabiJa jumlah
calon meJebihi daya tampung, telah melcwati waktu
pendaftaran yang ditentukan, darr/atau dinyatakan tidak
lulus seleksi PPOB.
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BABIV
JALURPENERIMJ\ANPESERTADJOIKBARU

Pasal6

(1) PPOB SMA dapat dilaksanakan melalui Jalur PMPA,
dengan ketentuan scbagai berilrut:

(2) CPDBSMK,wajib memenuhi persyaratan sebagai bcrikut:
a. memillki ijazah/ surat keterangan yang setara dengan

ijazah SMP/MTs atau sederajat;
b. memiliki surat tanda kelulusan SMP/MTs dan telah

mengikuti Ujian Nasional SMP/MTs;
c. memiLiki Serlifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)

SMP/MTs;
d. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun terhitung

pada awal tahun pclajaran baru;
e. apabila jumlah pendaftar meLebihidaya tampung, maka

diadakan perangkingan pembobotan mata pelajaran
scsuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf c dikecualikan bagi CPDB
SMA/SMK melalui jalur PMPA dari/atau PPOM SMA
Unggulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan teknis
penerimaan peserta didik baru dapat ditelapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal5
(1) CPDBSMA,wajib memenuhi persyaratan sebagai berilrut:

a. memiliki ijazah/surat keterangan yang setara dengan
ijazah SMP/MTs atau sederajat;

b. memiliki surat tanda kelulusan SMP/MTs dan telah
mengikuti Ujian Nasional SMP/MTs;

c. rnerniliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)
SMP/MTs;

d. berusia maksimal 21 (dua puJuh satu) tahun terhitung
pada awal tahun pelajaran baru;

e. apabila jumlah pendaftar meLebihidaya tampung, maka
dapat diadakan perangkingan pembobotan mata
pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
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a. sebanyak 10% dari jumlah daya tampung peserta didik
baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. jalur PMPA dapat diikuti oleh CPOB yang memiliki
prestasi bidang :
1. akademik, seni, olahraga, darr/atau MTQjuara 1

tingkat kabupaten/kota dan/atau juara 1, 2, 3
tingkat provinsi dan/ atau tingkat nasional;

2. olimpiade sains nasional juara 1 tingkat
kabupaten/kota danj'atau juara 1, 2, 3 tingkat
provinsi darr/atau tingkat nasional; danj'atau

3. hafal Alquran minimal 3 juz sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) PPDBSMAdapat dilaksanakan melalui JaJur Tes Tertulis,
melalui perangkingan nilai kumulatif dari nilai raper, nilai
ujian sekolah, nilai ujian nasionaJ, dan nilai hasil tes
melalui program ent.ri online, dengan ketentuan scbagai
berikut :
a. dilakukan oleh SMANegeri;
b. jumlah yang diterima dan hasil perangkingan maksimaJ

900/0 dari daya tampung PPOB;
c. perangkingan diikuti oleh CPOB yang mendaftar pada

SMA Negeri terscbut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(7) CPOB dapat dilakukan lintas rayon apabila nilai UN
SMP/MTs rata-rata 8,0 (delapan korna noll sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) PPOB SMA Negcri Unggulan bebas rayon, dengan
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas melalui KepaJa
UPTD setempat sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

(9) Kapasitas PPOBdapat ditetapkan oleh Kepala Oinas dengan
mempertimbangkan kualitas /klasifikasi sekolah, daya
tampung, dan/ata.u rasio guru yang ada sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(lO)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penetapan
kapasitas PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasaJ7
(1)Pendaftaran CPDB untuk sekolah regular dan unggulan

dapat dilaksanakan melalui sistem online sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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PasallO
(1) CPOB yang mengikuti jalur PMPA dapat berasal dari

SMP/ MTs dalarn rayon sekolah yang bersangkutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) CPOB yang mengikuti seleksi reguler dapat berasal dari
umum/rayorr/bebae rayon sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPOBSMK,dilaksanakan melalui:
a. jalur penelusuran minat dan prestasi akademik, yang

ditentukan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah
daya tampung peserta didik baru;

b. seleksi reguler melalui pembobotan mata pelajaran ujian
nasional dan tes bakat/ minat;

c. pembobotan mata pelajaran ujian nasional dan tes/bakat
minat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasa18
(1)Seleksi CPOBSMA,dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :

a. tahap pertarna, seleksi CPOBpada SMANegeriunggulan
diikuti oleh calon peserta didik yang mendaftar pada
sekolah yang dipilih sesuai ketentuandan persyaratan
yang ditetapkan;

b. tahap kedua, seleksi CPOB pada SMA Negeri reguler
diikuti oleh calon peserta didik yang mendaftar pada
sekolah yang dipilih;

c. pelaksanaan seleksi CPOB pada sekolah unggulan
dilaksanakan sebelurn seleksi CPOB pada sekolah
reguler sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2)CPOByang mengikuti seleksi pada jalur PMPAdapat berasal
dari SMP/MTsdalarn rayon SMAyang bersangkutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)SMANegeri unggulan dapat menerima melalui jalur PMPA
bebas rayon berdasarkan undangan dari SMA UngguJan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa19

(2)CPOB SMANegeri hanya boleh mendaftar pada satu SMA
Negeri yang dipilihnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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orang;
2. SMK Non Teknologi, maksirnal 36 (tiga puluh

enam) orang.
(2) Jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi batas

daya tampung yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan
menambah jumlah peserta didik per kelas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan kelas pararel hanya dapat dilakukan dengan
memperhitungkan kemampuan kelas yang ada dan tenaga
pendidik inti yang ada baik ditinjau dari keterlaksanaan
proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan
(SNP) maupun jangkauan pembinaan yang efektif dan
efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kuota (daya tampung) PPOBditetapkan dengan Keputusan
Kepala Oinas atas usul Kepala Sekolah dengan
memperhatikan faktor-faktor pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2)dan ayat (3)dan kapasitas
SMA/SMKSwasta yang ada di wilayah yang bersangkutan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
JUMLAHMAKSIMUMSETIAPKELASDANKELASPARAREL

Pasal12
(1) Oalam melaksanakan PPOB, jumlah peserta didik untuk

setiap kelas diatur sebagai berikut :
a. SMA,terdiri dari:

1. SMAReguler, rnakslrnal 36 (tiga puluh enam)
orang;

2. SMAUnggulan, maksimal 32 (tiga puluh dual
orang.

b. SM!{,terdiri dari :
1. SMKTeknologi,maksimal 36 (tiga puluh enarn)

Pasall1
Pelaksanaan PPOBbaik melalui jalur PMPAmaupun Jalur 'res
Tertulis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Pendaftaran CPOB untuk sekolah regu1er dan unggulan
dapat dilaksanakan melalui sistem online sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Calon Peserta Didik Luar Wilayah
Kabupaten/Kota atau Provinsi

Pasa114
(1) CPOB dari luar wilayah daerah kabupatenykota, baik

dalam maupun luar provinsi dapat mendaftar di suatu
rayon dalam provinsi, apabila yang bersangkutan dapat
menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali,
antara lain:
a. CPDB yang orang tuaj'walinya PNS/TNI/POLRl yang

dimutasikan ke kabupatenj kota, agar menunjukkan/
melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali yang
bersangkutan;

rayon.
(5) Penetapan suatu rayon SMAmemperhatikan jarak sekolah

asal ke rayon, kepadatan sumber CPOS, transportasi, dan
daya tampung sekoJah rayon.

(6) Bagi CPDB yang berada daJam suatu rayon SMA Negeri,
dapat mendaftar untuk mengikuti tes di luar rayon jika
jarak rumah dengan sekolah berada pada radius 300 rn [tiga
ratus meter) Iebih dekat dari sekolah yang dituju.

(7) Data jarak tempat tinggal terse but diatas berdasarkan
penetapan dari Kepala SMP Negeri rayon untuk CPOS ke
SMA/SMKNegeri.

(8) Perietapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
berdasarkan kartu keluarga.

(9) Penyelenggaraan rayonisasi dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABVI
RAYONISASI,PESERTADIDIKLUARWILAYAH

KABUPATEN/KOTADANNILAl
Bagian Kesatu
Rayonisasi
Pasal 13

(1) Sistem Rayonisasi dimaksudkan agar terdapat perimbangan
arus peserta didik SMAdan SMKNegeri.

(2) SMA dan SMK rayon adalah SMA dan SMK Negeri yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Untuk rayon SMANegeri hanya dapat menerima CPDS yang
ada eli dalam rayonnya sesuai dengan penetapan rayon
PPOB.

(4) Untuk SMAdan SMK swasta dapat menerima CPDS bebas
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Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran

Pasal 17
Prosedur pendaftaran ke Sekolah Unggulan dan Reguler Jalur
PMPA,JaJur Prestasi Akademik, Seni, OIahraga dan/ atau MTQ
sebagai berikut:

BABVII
PROSEOURPENOAFTARAN,PENYUSUNANPERINGKAT,

SELEKSI,PENGUMUMANDANDAFTARULANG

Bagian Ketiga
Nilai

Pasal16
CPOB yang memiliki Nilai Ujian Sekolah (US) dan Ujian
NasionaJ (UN)SMP/MTs minimal rata-rata 8,00 (delapan koma
nol nol) dapat bebas rayon SMA/SMK sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PasallS
CPOB baru yang berasal dari luar kabupaten/kota dan yang
mendapat prestasi akadernik, olah raga, seni, dan/atau MTQ
peringkat 1 sampai peringkat 3 tingkat provinsi darr/atau
nasional dapat mendaftar bebas rayon sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. CPOB yang orang tua/walinya bukan PNS/TNI/POLRI
agar melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk orang
tua/wali cajon peserta didik atau surat keterangan
pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa
orang tua/wali bersangkutan berdomi.sili di wilayah
yang baru dengan melampirkan model A asli dan
fotocopy 1 (satu) lembar.

(2) CPOB dari luar kabupaten/kota di dalam rnaupun di luar
provinsi dapat langsung mendaftar di salah satu SMAatau
SMKNegeri melalui layanan PPOBonline sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk beberapa sekolah yang secara administratif masuk
ke kabupaterr/kota tertentu, tetapi secara geografis lebih
dekat ke kabupaterr/kota lainnya, maka rayonisasi dapat
dimasukkan ke kabupatenjkota yang lebih dekat secara
geografis sesua.i ketentuan peraturan perundang-undangan.
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PasaJ 19
Prosedur pendaftaran SekoJah Unggulan dan Reguler CPOB
jenjang SMA, adalah sebagai berikut:
a. CPOB secara langsung atau secara kolektif melalui sekolah

asal mendaftarkan diri di situs yang ditetapkan oleh Dinas;
b. mengisi form yang disiapkan dengan mengikuti ketentuan

yang berlaku;
c. cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran online;
d. lakukan verifikasi pendaftaran online pada salah satu

sekolah yang dituju;
e. bagi peserta didik yang memenuhi nilai minimal rata-rata

Ujian NasionaJ 8,0 dapat melakukan verfikasi di sekolah
yang dituju (Iintas rayon);

a. CPOB atau secara kolektif oleh sekolah asal datang
langsung ke salah satu sekolah sesuai rayon atau untuk
melakukan pendataan prestasi;

b. panitia sekoJah melakukan verifikasi berkas prestasi dan
memberikan bobot prestasi;

c. operator sekolah melakukan entri pcndataan prestasi;
d. CPOB yang telah melakukan pendataan dapat didaftarkan

oleh operator sekolah secara online dengan pilihan sekolah
sesuai rayon yang telah ditetapkan oleh Kepala Oinas;

e. CPOB menerima tanda bukti pendaftaran jalur pcnelusuran
rninat dan prestasi akademik;

f. CPOB yang dinyatakan diterima Jalur penelusuran minat
dan pre stasi akactemik tidak dapat mengikuti PPOB jalur
reguler;

g. CPOB yang dinyatakan diterima di jalur penelusuran minat
dan prestasi akadernik tetapi tidak melakukan daftar ulang
dinyatakan mcngundurkan diri dan tidak dapat mengikuti
PPOB di jaJur reguler:

h. calon peserta didik yang tidak diterima di jalur PMPAdapat
mengikuti PPOB jalur rcguJer sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18
(1) Penerimaan peserta didik baru sekolah unggulan dilakukan

lebih awaJ dibandingkan sekolah reguler.
(2) JadwaJ penerimaan peserta didik baru sekolah unggulan

dan reguler ditetapkan dengan Keputusan KepaJa Dinas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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undangan;
C. jumlah pilihan sebanyak 2 pilihan kompetensi keahlian

pada satu SMK;
d. lakukan verifikasi pendaftaran online eli SMKy8J1gdituju;
e. terima bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat seleksi

PPOB-Online;
f. bagi CPOS y8J1g belum dapat melakukan pendaftaran

secara online, dapat datang Iangsung untuk mendaftarkan
diri ke salah satu sekolah rayon terdekat dan dilayani
pendaftaran secara online oleh operator sekolah;

g. CPOS dapat melihat hasil seleksi PPDB-Online secara
online di situs yang ditetapkan oleh Dtnae, pada menu
hasil seleksi, SMS, mobile apps atau jurnal harian di
sekolah rujU8J1;

h. CPOS yang dinyatakan diterima semen tara tidak dapat
rnencabut berkas:

ketentuan peraturan perundang-yang dituju sesuai

Pasal 20
Prosedur Pendaftaran Jalur Reguler CPOS jenjang SMK,
dengan tahapan sebagai berikut:

a. CPOB secara langsung atau secara kolektif rnelalui sekolah
asal mendaItarkan diri di situs PPOB-Onlinejenjang SMK
yang ditetapkan oleh Dinas;

b. CPOB yang mendaftar online eli SMKmengikuti tes Minat
Bakat Khusus Buta Warna serta tinggi badan pada SMK

f. terima bukti verifikasi pendaftaran sebagai syarat seleksi
PPDBonline;

g. bagi cajon peserta didik yang belum dapat melakukan
pendaftaran secara online, dapat datang langsung untuk
mendaftarkan diri ke salah satu sekolahrayon terdekat dan
dilayani pendaftaran secara online oleh operator sekolah;

h. meogikuti tes akademik yang dilakukan di sekolah tujuan;
1. panitia sekolah rayon mengkoreksi d8J1 rnenyarnpaikan

hasil tes akadernik di situs operator PPDB-online;
J. calon peserta didik baru dapat melihat hasil sc1eksi PPDB

secara online di situs yang ditetapkan oleh Dinas;
k. calon peserta didik yang dinyatakan diterirna pada tahap

akhir wajib dafter ulang pada waktu yang ditentukan, jika
sarnpai batas akhir tidak melakukan daftar ulang
dinyatakan mengundurkan diri.
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Pasal21
Prosedur pendaftaran peserta didik luar daerah kabupalenj
kota, lulusan luar negeri, lu1usan tahun lalu, Iulusan paket B
sebagai berikut:
a. peserta didik luar daerah kabupatenjkota dari dalam dan

luar provinsi, lulusan Paket B, lulusan tahun lalu, lulusan
luar negeri terlebih dahulu melakukan pra pendaftaran;

b. pra pendaftaran berlujuan untuk mendata nilai dan biodata
peserta didik yang dibutuhkan terkait PPDB-Online;

c. CPOB melakukan pra pendaftaran di situs yang ditetapkan
oleh Dinas dcngan menu pra pendaftaran;

d. melengkapi data yang dibutuhkan;
e. mencetak tanda bukli pengajuan pra pendaftaran online;
f. melakukan verifikasi pcndaftaran pada Oinas atau Sekolah

Perbatasan yang ditunjuk untuk meodapatkan tanda bukti
persetujuan mengikuti PPOBonline Dinas;

g. operator Dinas/Sekolah Perbatasan melakukan verfikasi
berkas pra pcndaftaran, dan menentukan rayon sekolah
CPOBtersebut;

h. operator DinasjSekolah Perbatasan menyetujui pengajuan
pra pendaftaran online dan mencetak tanda bukti verifikasi
pra pendaftaran;

J. CPOB yang telah verifikasi pra pendaftaran dapat
melakukan pendaftaran online sesuai rayon yang telah
ditetapkan;

J. CPOB mencetak tanda bukti pendaftaran online dan
verifikasi di sekolah tujuan;

k. mengikuti tes akadernik yang dilakukan di sekolah tujuan;
1. panitia sekolah rayon mengkoreksi dan menyampaikan

hasil tes akademik di situs operator PPOB-Online;
m. CPOB memantau hasil seleksi PPDB-Online di situs yang

ditetapkan oleh Oinas pada hasil seleksi, SMS, mobile apps
atau jurnal harian pada sekolah tujuan;

). CPOB yang dinyatakan diterima akhir tidak dapat
mengikuti tahap dan jalur PPOB berikutnya (jika ada);

J. CPOB yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib
daftar ulang pada waktu yang ditentukan, jika sampai
batas akhir tidak melakukan daftar ulang dinyatakan
mengundurkan diri.
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Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal24

Penentuan peringkat pada seJeksi sekolah reguler SMAdan
SMKditentukan sebagai berikut :
a. pilihan sekolah hanya 1 (satu) sekolah yang dituju;

Bagian Kedua
Penyusunan Peringkat dan Seleksi

Pasal23
Penyusunan peringkat pada jalur penelusuran minat dan
prestasi akademik, seni, olah raga, dan/atau MTQditentukan
sebagai berikut:
a. nilai prestasi,

1. juara 1 tingkat internasional;
2. juara II tingkat internasional;
3. juara 111 ungkat mternasional;
4. juara I tingkat nasional;
5. juara [1 nngkat nasional;
6. juara III tingkat naeional;
7. juara 1ungkat provinsi;
8. juara II tingkat provinsi;
~. juara JI1 ungkat provmsi;
lO.juara 1tingkat kabupaten/kota.

D. jenis keikutsertaan prestasi perseorangan atau beregu;
C. jenis prestasi beljenjang atau open tournament;
U. nilai Ujian Nasionalj'niiai rapor, dan niiai Ujian Sekoian

jika terjadi prestasi yang sama, penentuan dilakukan
berdasarkan lata-rata niiai Ujian Nasionai, niiai rapor,
dan nilai Ujian Sekolah.

Pasal22
Bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer yang
memadai darr/atau tidak memiliki jaringan internet, PPDB
dapat dilaksanakan secara ofiline (manual) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

n. CPDB yang dinyatakan diterima pada tahap akhir wajib
daftar wang pada waktu yang ditentukan, jika sampai
batas akhir tidak melakukan daftar utang dinyatakan
mengundurkan diri,
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Pasal 25
(1) Rata-rata nilai rapor semester 1 s.d. semester 5 sebagai

persyaratan administrasi pendaftaran ke sekolah unggulan
ditentukan oleh sekolah masing-masing dengan
persetujuan Kepala Dinas, rata-rata nilai rapor dimaksud
adalah rata-rata kumulatif semester 1 s.d. 5.

(2) Mata pelajaran yang diperhitungksn untuk menentukan
rata-rata rapor semester 1 s.d. 5, adalah:
8. Matematika;
b. Bahasa Indonesia;
c. Bahasa Inggris;
d. IPA.

komponen nilai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes dengan
pembobotan tertentu, dan mengenai bobot setiap
komponen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.

c. nilai rapor, UN, dan US SMP/MTS untuk ePDB yang akan
meJanjutkan ke SMA terdiri dari :
1. Bahasa. Indonesia;
2. Bahasa Jnggris;
3. Matematika;
4. IPA.

d. tes akadernik terdiri dan mata pelajaran:
1. Bahasa Indonesia;
2. Bahasa Inggris;
3. Matematika;
4. IPA.

e. jika terdapat nilai sarna pada akhir proses, daya tampung
seleksi ditentukan oIeh:
1. perbandingan antara nilai mata pelajaran UN, dengan

urutan:
a) Bahasa Indonesia;
b) Matematika;
c) IPA;
d) Bahasa Inggris.

2. usia, diutamakan yang lebih tua;
3. waktu veriflkasi pendaftaran.

memperhatikandengandilakukanb. perangkingan

-17-



(1) Penentuan peringkat pada seleksi SMKditentukan sebagai
berikut:
a. untuk sekolah reguler :

1. pilihan sekolah hanya 1 (satu) sekolah yang dituju;
2. perangkingan nilai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes

bagi siswa yang berasal dari SMP/MTs pelaksana UN
berbasis komputer:
a. nilai rapor semester 1 s.d. 5;
b. nilai US;
c. nilai UN;
d. nilai bakat dan minat;
e. pembobotan setiap komponen dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkingan nilai rapor, nilai US, nilai UN dan tes

bagi siswa yang berasal dari SMP/MTs pelaksana UN
berbasis kertas:
a. nilai rapor semester 1 s.d. 5;
b. nilai US;
c. nilai UN;
d. nilai bakat dan minat;
e. pernbobotan setiap komponen dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
b. untuk sekolah unggulan :

1. pilihan sekolah hanya 1 (satu) sekolah yang dituju;
2. perangkingan nilai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes

bagi siswa yang berasal dad SMP/MTs dari sekolah
pelaksana UNberbasis komputer:
a. nilai raper semester 1 s.d. 5;
b. nilai US;
c. nilai UN;
d. nilai bakat dan minat;
e. pembobotan setiap komponen dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. perangkingan niJai rapor, nilai US, nilai UN, dan tes

bagi siswa yang berasal dad SMP/MTs pelaksana UN
berbasis kertas:
a. nilai rapor semester 1 s.d, 5;
b. nilai US;
c. nilai UN;
d. nilai bakat dan minat;

Bagian Keempat
Seleksi Sekolah Reguler dan Unggulan SMK

Pasal26
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(I) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada
pengumuman hasil akhir diwajibkan melakukan daftar
ulang di sekolah tempat calon peserta didik diterima.

Pasal28

(I) Pengumuman hasil akhir dapat dilihat pada Jadwal PPOB.
(2) CPOS yang dinyatakan diterirna pada pengurnuman hasil

akhir, diwajibkan untuk melakukan daftar wang sesuai
jadwal yang telah ditentukan,

(3) CPOS yang tidak melakukan pendaftaran wang
dinyatakan gugurjmengundurkan diri,

Bagian Kelima
Pengumuman dan Oaftar Ulang

Pasal27

e. pembobotan setiap kornponen dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. syarat nilai rata-rata raper semester 1 s.d. 5 untuk
SMK unggulan, ditentukan sekolah rnasing-masing
dengan persetujuan Kepala Dinas.

(2) Untuk Sekolah Rcguler dan Unggulan:
a. nilai tes bakat minat/tes fisik adalah 0 - 10;
b. nilai UN SMP/MTs yang akan rnelanjutkan ke SMK

terdiri dari:
L matematika;
2. bahasa indonesia;
3. IPA;
4. bahasa inggris.

c. Jika terdapat nilai sama pada akhir daya tarnpung
seleksi ditentukan berdasarkan :
1. perbandingan an tara nilai mata pelajaran UN, dengan

urutan perbandingan pembobotan Nilai UN dengan
urutan:
a) matematika;
b) bahasaindonesia;
c) IPA;
d) bahasa inggris.

2. jarak ternpat tinggal ke sekolah tujuan;
3. usia calon peserta didik, diutarnakan calon peserta

diclikyang usianya lebih tua.
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Pasal31

(1) Panitia koordinasi PPOB tingkat Provinsi paling sedikit
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. persiapan meliputi:

1. menetapkan persyaratan administrasi dan akademik
PPOB;

2. menyusun petunjuk teknis PPOB;
3. mengadakan rapat koordinasi dengan panitia

koordinasi ?POB tingkat kabupaten/kota dan
tingkat sekolah;

4. mengatur mekanisme jadwal pelaksanaan masuk
SMAdan SMK.

b. pelaksanaan meliputi:
1. rnemonitor pelaksanaan PPOBdi sekolah;
2. mengesahkan daftar peserta didik yang diterima

pada SMAdan SMK.
(2) Panitia koordinasi PPOB tingkat kabupaterr/kota paling

sedikit mempunyai tugas melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan PPOB yang dilaksanakan di
kabupatenj kota Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VIII
PANITlA
Pasal30

Kepanitiaan PPOBterdiri dad:
a. panitia koordinasi PPOBtingkat Provinsi;
b. panitia koordinasi PPOB tingkat Kabupaten/Kota;
c. panitia PPOBtingkat Sekolah.

lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

proses seleksi,
ditetapkan lebih

Pasal29
(1)CPOB yang tidak lulus SMP/MTs tidak dapat mengjkuti

seleksi masuk SMAatau SMK.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai

pengumuman, dan daftar wang dapat

(2) Calon peserta didik wajib membawa tanda bukti verifikasi
pendaftaran sebagai syarat daftar ulang.

(3) Operator sekolah melakukan entri peserta didik yang tidak
melakukan daftar ulang.
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Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah
Provinsi.

BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal34

Setelah penyelenggaraan PPDB berakhir, setiap panitia segera
menyampaikan laporan secara hirarki sesuai dengan waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.

Pasal33

Panitia koordinasi PPOB tingkat Provinsi, melakukan
pemantauan terhadap penyelenggaraan PPOBdari awal sampai

selesai proses PPOB sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

a. persia pan meliputi:
1. menetapkan persyaratan administrasi dan akademik

PPOB;
2. menetapkan susunan panitia seleksi PPOB tingkat

sekolah;
3. mengadakan rapat panitia koordinasi PPOBsekolah;
4. menyusun kisi-kisi soal dan naskah soal PPOB;
5. menggandakan naskah soal PPOB.

b. pelaksanaan meliputi:
1. melaksanakan tes tertulis di sekolah masing-masing;
2. mengkoreksi L..JKseleksi PPOBtingkat sekolah;
3. mengumumkan has it seleksi setelah disahkan oleh

Oinas;
4. melakukan proses daftar ulang peserta dldik yang

dinyatakan diterima dalam seJeksi PPOB;
5. menyampaikan laporan PPOB.

Pasal32

(3) Panitia PPOB tingkat Sekolah paling sedikit mempunyai
tugas sebagai berikut:
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Diundangkan di Palembang
pada tanggaJ 25 April 2017
PIt. SEKRETARlSDAERAHPROVINSI

-

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2017
GUBERNURSUMATERASELATAN,

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 36
Peraturan Gubernur iru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rayon.

sendiri
dengan
Sekolah

(I) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, sernua
peraturan/ketentuan yang ditetapkan Gubernur mengenai
penerimaan peserta didik baru beserta ketentuan
pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

(2) Bagi SMA/SMK Swasta dapat menetapkan
prosedur dan tata cara penerimaan CPDB
berkoordinasi pada Sekolah Induk dan/ atau

BABX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 35
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